-

' Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANGr

- HAK KEUANGAN DAN ADMINIST RATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DELI "s ERD AN

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun >1999 teJ ntang

© BUPATI DEL1 SERD ANG

N

PROVINSI STUMATEERA UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2017 B
TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E_SAi e
BUPATI DELI SERDANG,

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan o
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administrasi lepman 'dan
Anggota Dewan. Perwakilan Rakyat Daerah, . per
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli | Serdangﬁ
tentang ' Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan. dan REE RN
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dch FRERS
Serdang. A -

1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956:ten. tan
Pembentukan Daerah - Otonom - Kabupaten Ka\
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Slnnatera 1Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 19567 ¢ -
Nomor 58, Tambahan Lembaran - Negara Repubhk
Indonesia Nomor 1092); o . . ha b

Penyelenggaraan Negara- yang3érsih dan B .ebas
Korupsi, Kolusi dan Nepotme (Lembara n ‘N egar
Republik Indonesia Tahunl999 Tahun 75, T
Lembaran 1 '\Iegara Repubhk Indone31a Nomo, 3 8%

3. Undang-Undang Nomor 1’7 Tahun 2003 %Temtang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik I n donesw,
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan: Lembara.n Negara
Republik Indonema Nomor 4286) : P :

4. Undang—Undang Nomor 1 Tahun - 2004 tentang Pl
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara: Repubhk., P
Indonesia Tahun 2004 Nomer 5, Tambahan ‘Lembaran
Negara Repubﬂ; Inonesia Nomor 4355,),__ A

i C . Do




- 10.

11.

12.

. Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonev? "a'._. Tahun’

Undang-Urnidang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pu sat.d; n
Pemerintahan Daerah (Lembaran Ncgara Repub
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembrarah
Negara Re: pubhk Indoncsm Nomor 4438},

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tenta.ng S is t e

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara' Republik’
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nornor 4456), . .

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 ten tang
Pembentukan: Peraturan Perundang—undangan SRR
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun : 2011 : :
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubhk» G
Indone31a Nomor 5234); o R

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang B a d
Penyelenggara Jaminan Sosial - {Lembaran‘ ‘N ¢ g ar
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116,'famban
Lembaran Negara Repubhk Indones1a Nornor‘ _5 2 5 6

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,_ ten tang,jj-"
Pemerintahan Daerah, sebagaimana - ‘telah: diubah -
beberapa kali terakhir dengan Undang—Undarlg Nomor 9 IR
Tahun 2015 tentang Perubahan kedua'atas Undang- ' =~ =
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan '/ ' @

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua .A1
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenta.,ng. Pe

2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Neg
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tenfang : .| ' |
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara = '
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan. R
Lembaran Negara Republik Indones1a Nomor 4574) R

Peraturan P'emenntah Nomor 56 Tahun 2005 tentang o
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara .. .
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesm Nornor 4 5. 7 6);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 20’05_,ten tani
Pengelolaan Keuangan Daerah (Le m b aran ]

Republik Indonesi'a Tahun 2005 Nomor 140, Te .
Lembaran Negazra Repubhk Indones1a Nom x4 57




DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG-

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDAN

13. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 20 10 tentang EEINS
Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajk Penghasﬂan SN R
Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi 'Beban Sy
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara @ atau @ .
Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah’ (Lembaran_f%
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomar 140,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indo, esia
5174);

14. Peraturan P‘emerm_tah Nomor 12 Tahun 20 17‘ tent E
Pembmaan dan Pengawasan Pen y elen g g araa

sebagaumana teflah d1ubah beberapa kah: . r akhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Nomor 21
tahun 2011 tentang Perubahaan kduaatasPeraIuran Lok
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun; 2006, tentang . . =
Pedoman Pengelolahan Keuangan Daerah’ (Bernta :Negara .

" Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3}0), :

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Ta.hun 201 :
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban : :Dana-
Operasional (Berita Negara Repubhk In'dones1a Tahun
2017 Nomor 1067);

Dengan Persetujuan Bersama '

Dan
3UPATI DELI SERDANG

MEMUTUSKANi

Menetapkan
. S TENTANG HAK KEUANGAN. I)AN A.D
PIMPINAN DAN ANGGOTA : D EWA! (. P
RAKYAT DAERAH KAE;UPATEN DE LI SE RD,
BABI
KETENTUAN UMUM
Plasal 1 :
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang S :
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah otonom i

yang lain sebagai Badan Eksekutnf Daerah Kabupaten Deh Serdang




(1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, terdln atas penghasﬂan yang'

w

Bupati adalah Bupati Deli Serdang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selan_)utnya dlsebut DPRD aE ,

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli S e rd _an g
5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Deli Se r« dang

6. Pimpinan DPRD adalah Pimpinan DPRD Kabupaten Deh Serdar
terdii ri darefia dn Para W 7akidtia, -

7. Angg ota DPRaddah Anggo taPRD Kab  upaten Deli Ser_"

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selan}um a d1
APBD adalah APBD Kabupaten Deli Serdang, -~ »

9. Alat Kelengkapan Dewan, yang selanjutnya disebut AKD ; 'A alah ‘-Alaht

Kelengkapan DPRD Kabupaten Deli Serdang, yang terdiri dari 'B a d an -

Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Kehormatan, Badan Pembenmkan; T
Peraturan Daerah dan Komisi.

10. Alat Kelengkapan Lainnya adalah Alat Kdengkapan Dewan yangi. SRR

dibentuk bersifat sementara, khusus untuk membahas masa_lah;’
tertentu. R S

BAB II

PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN UAN..’
PENGABDIAN PIIVEPINAN DAN ANGGOTA DPR.D

Bhgianl{ esatn e
Penghasilan Pimpinan danAnggota.DPRD

Pasa12~

pajaknya dibebankan pada:
a. APBD, meliputi: e
1. uang representasi;
2. tunjangan keluarga,
3. tunjangan beras;
. 4. uang paket;
5. tunjangan jabatan;
6. tunjangan alat kclengkapah; dan
7. tunjangan alat kelengkapan lain.
b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersa; ngkutan mehputx,
1. tunjangan komunikasi intensif; dan R -

2. tunjangan reses.
(2) Pembebanan pajak penghasilan kepada leplnan dan Anggota DPRDﬂ

sebagalrnana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dllakukan '. |

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang— ndangan

Pasal 3

(1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, aya 1) 'hu
a angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota P RD
(2) Uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok bupa

(3) Uang representasi Wakil Ketua DPRD, sebesar 80‘% (ch
persen) dari uang representasi Ketua DPRD. o
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(4) Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh hma;:‘ H o
persen) dari uang representam Ketua DPRD.

Pasal 4 |

(1) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaumana dlmaksudi.
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3, d1ber1kan setxap. =
bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

{2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpman dan Anggota.
DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunJangan beras: | .
bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesual dengan ketentuan peraturan: <|
perundang-undangan. :

Pasal B

Uang Paket sebagaunana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) nuruf a angka
diberikan setiap bulan kepada lepman dan Anggota DPRD, sebesar
(sepuluh persen) dari uang representa51 yang berSangkutan '

" Pasal 6

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam . Pasal 2 ayat (1) huruf a’
angka 5, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota. DPRD,
sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dan uang representa31
yang bersangkutan. -

Pasal7

(1) Tunjangan AKD dan tunJangan alat kelengkapan lamnya seb agalmana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 6 dan angka 7y
‘diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
duduk dalam AKD atau Alat Kelengkapan Dewan lainnya.

(2) Tunjangan AKD dan tunjangan Alat Kelengkapan Dewan' Iamnya?
diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan: . _ :
a. Ketua, sebesar 7, 5% (tujuh koma lima persen),
b. Wakil Ketua, sebesar 5% (lima persen);
c. Sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan
d. Anggota, sebesar 3% (tiga persen);
dari tunjangan jabatan Ketua DPRD. : o SR
(3) Tunjangan Alat Kelengkapan Dewan lainnya, sebagalmana dur_;aksud |
pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkap;an terseb
terbentuk dan melaksanakan tugas. E

Pasal 8

(1) Tunjangan komunikasi intensif, sebagalmana d1maksud dalam Pasa12,_ ;
ayat (1) huruf b angka 1 diberikan setiap bulan untuk penmgkatan
kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. : g

(2) Tunjangan reses, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b
angka 2 diberikan, setiap melaksanakan reses kepada Pnnptnan d an
Anggota DPRD. L

(3) Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses d1ber1kan sesuar‘ ’
dengan kemampuan keuangan daerah. : L

(4) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dlmaksud pada: ayat (3)‘ P
ditentukan berdasarkan hasil perh 1tungan atas besaran Pendapatan '




(2) Selain tunjangan kese;ahteraan sebaga imana dlmaksud paia yat: (1)

Umum Daerah, d1kurang1 dengan belan ja pegawai Aparatur S1p11 Negara |

dan d1kelornpokkan dalam 3 (tlga) kelompo k, yaltu t1ngg1, sedang dan =
rendah. |

(5) Ketentuan - - lebih lanjut mengena1 pengelompokan kemampuan;' P

keuangan daerah sebagalmana dJmaksud pada ayat (4) d iz
Peraturan Bupati. “ ]
(6) Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan | tunjangazn
sebagaimana dimaksud padaayat {1) dan ayat {2), dﬂakukan dengan
ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan d ae r ah

a. tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
- b. sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan

c. rendah, paling banyak 3 (tiga) kali; e

dari uang representasi Ketua DPRD.

Bagian Kedua BRI
Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DP :

Pasal 9 : e
(1) Tunjangan kesejahteraan P1mp1nan dan Anggota DPRD terdln ata
a. jaminankesehat :an,; S :
b. jaminankecelak aankerja;
C. jaminan kenatian; dan
d. pakaian dinas dan atribut.

Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa !
a. rumah negara dan perlengkapannya; L ;
b. kendaraan dinas jabatan; dan N _ I | 5
c. belanja rumah tangga. o

(3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaumana dn:naksud paada ayat (1),

Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa TN ;
a. rumah negara dan perlengkapannya; dan C O
b. tunjangan transportasi.

Pasal 10

(1) Jaminan kesehatan sebagaumana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf
a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan plerund ang <
undangan.

{2) Jaminan kesehatan sebagalmana dimaksud pada ayat (l) juga, ’cermasuk:*}'% ‘: e

istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada. ayat (1),; ‘:
Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan. ke schatan yang -

bertujuan untuk mengetahui-status kesehatan di :luar. cakupan
pelayanan kesehatan yang deemkan oleh Badan Pen y_v
Sosial Kesehatan. . RN
(4) Pemeriksaan kesehatan seba ga:mana d1maksud pada ayat
dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 {satu) tahun. dan dlla.‘kukan‘dldal
negeri serta tidak termasuk 1str1ldan anak.,

- .,._aJ L

(;3)?




e

{2) Pakajan dinas dan atribut sebagalmana dimaksud pada a:yat;,; (1)

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagmmana dlmaksudv
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf ¢ diberikan sesuai- dengan Jjaminan

kecelakaan kerja dan jaminan kematlan sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. P

Pasal 12

(1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sela gaumana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d terdiri atas: :

a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam l(sam);tahun’ R :
b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu L

~¢. pakaian sipil lengkap d1sed1akan 2 (dua) pasang dal :
tahun,

d. pakaian dinas harian lengan panjang dlSGdlakan l (satu)"f'pasan
dalam 1 (satu) tahun; dan :
e. pakaian vang bercirikan khas daerah d1sed1akan 1 (satu) : pasang
dalam 1 (satu) tahun.

disediakan dengan memperumbangkan prinsip eﬁs1ens1 ef ektlﬁta , id.an

kepatutan. i o
(3) Ketentuan mengenai standar satuan harga paka,lan dmas dan a l:nbut r Do

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perat:uran Bupat1 A

...:-;'i : S
B . R

Pasal 13

(1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dmas Jabatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b
disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan kctentuan P
peraturan perundang-undangamn. :

(2) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana d1maksud ;dalam
Pasal 9 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota: DPRD ua;
standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undan

(3) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan
jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian. ,rumah'
negara dan perlengkapannya sebagairnana dimaksud pada ayat: (2
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundan g-undangan.

(4) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta’ kendaraan" o
dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeliharaan !+ *
rumah negara dan perlengkapannya sebagaumana dunaksud pada ayat SUEVE RO
(2) dibebankan pada APBD. BN

(5) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhlr masa baku rumah e
negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas. Jabatan ‘wajib. PR
dikembalikan dalam keadaan baik kepada' Pemerintah Daerah pahng SRR
lambat 1 (satu) bulan seJak tanggal berhenti atau berakhunya ma s ~

(6) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan
perlengkapannya berhenti atau bera.khlr masa bakti, rumah negara dan .
perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan . baik.’ kepada.:
Pemerintah Berah paling lambat 1 (satu) bulan seJak tanggal erhen
atau berakhirnya masa bakti. R




- Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dlnas _1 ab atan

(7) Ketentuan 1eb1h lanjut mengenai tata cara pengembahan rumah negara

dan perlengkapannya serta kendaraan dinas - jabatan d1atur dalam
Peraturan Bupati. .

Pasal 14 , NS :
(1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dmas Jabatan yang
disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal "1 3! tidak :

A p a
disewabelikan, digunausahakan, dlpmdahtangankan d an / a ta u ‘diub ‘ah
status rukdmnya. b '

{2) Struktur dan bentuk bangunmanru mah negara Yan :'sedi

sebagalmana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dxubah'

, Pasal 15 SR D RV R

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat: menyed1akan rumah negara AR

dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD  seba gaimana | . !

dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan d1ber1kan P
tunJangan perumahan dan tunjangan transportasi.

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara .
bagi Anggota DPRD sebagalmana dimaksud dalam Pasal 13 ker. ,«da yang | .
bersangkutan dapat dib erikan tunjangan perumahan. TR I

(3) Tunjangan perumahan dan tunJangan transportasi bag1 lepm '
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk, uang dar
dibayarkan setiap bulan wrh 1tung mulai” tanggal p1engucapan
sumpah/ janji. .

{4} Tunjangan perumahan sebagahmama dtmaksud pada ayat {2} dan
tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana -dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan. dﬂaayc :
setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/j ]anjl .

(5) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai: P1mp1nan b P
dan/atau Anggota DPRD, hanya diberikan - salah -satu.. tun] ang an :
perumahan. L

(6) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau 1str1nya(men Jabat
sebagat Bupati/Wakil Bupati tidak diberikan tunjangan perumahan o

(7) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara
tidak diberikan tunjangan perumahan dan tun Jangan transportaS1 "

Pasal 16

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta tunjangan perumahan '-:-d an
tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak-
diberkan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara b e r s am a

Pasal 17

(1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dlmaksud da]am Pasal 15
harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasxonalxta,s, 'stan d
harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan: lahan '
rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

(2) Besaran tunjangan transportasi:sebagaimana dimaksud dala_m ,Pasal 15

harus memperhatikan-.asas kepatutan, kewajaran, ras1onahta andar
harga sectempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan perajturan

perundang-undangan.



(1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal duma atau mengakhlng_,

1

(3) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan

standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah | || o

negara, bag1 Pimpinan dan Anggota DPRD, txdak termasuk mebel b e 1 an 3
listrik, air, gas, dan telepon.

(4) Besaran tunjangan transportasi yang d1bayarkan harus sesual den gan
standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standa
kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota’ DPRD, tidak '
termasuk biaya perawatan dan bxaya 0peras1onal kendaraan d1nas"f'
j a b a tan o '

(5) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportas1 lepman

dan Anggota DPRD, tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan"‘
dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.: .-

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai -besaran tunjangan perumahan:'
tunjangan transportasi dlatur dalam Peraturan Bupatl

Pasal 18

(1) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)‘5_;E |
huruf ¢ disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsl, tugas R

dan wewenang Pimpinan DPRD.:

(2) Belanja rumah tangga sebagaxmana dimaksud pada ayat (1) dlgunakan
untuk memenuhi kebutuhan minimal ru mahtangga‘ . dengan
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. :

(3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagalmana'r
dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan keglatan

sekretariat DPRD.

(4) Ketentuan mengenai standar kebutuhan rmmmal rumah tangga '  :

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan BupatL :
(5) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara

dan perlengkapannya, tidak diberikan belanJa rumah tangga: BN

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) hurufe.” .

Bagian Ketlga o no
- Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota, D P 1

Pasal 19

. masa baktinya diberikan uang jasa pengab dian. S
(2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disesuaikan dengan masa bakt1 Pimpinan dan Anggota DPRD dengan . S

ketentuan:

a. masa bakti kurang dari atau sampa1 dengan 1 (satu) tahun, d1ber1kan ‘ : -

- uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representam, RS
b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang Jasa
pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi; ~ ‘

c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang Jasa

pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;

d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, d1ber1k an uang asa_,, i

pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; d an -
e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, dlbenkan uang jasa
pengabdian sebesar S (lima) bulan atau pahng banyak 6 (enam)- ubn
uang representasi.




(3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang Jasa. -
pengabd1an sebagaimana dimaksud pada ayat (2) d1bcr1kan k(epada ahh SRS
warisnya. -

(4) P.embayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan -
diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD d1berhent1kan dengan tldak. C
hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian. ,

1

BAB III S
BELANJA PENU"NJANG KEGIATAN DPRD AR

Pasal 20

(1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung ,,
kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa: - - o S R

a. program, yang terdiri atas: ' T e S
1. Penyelenggaraan rapat; - - P |
2. Kunjungan Kkerja;

3. Pengkajian, penelaahan, dan penylapan Perda, ,

4. Peningkatan kapasitas dan profesmnahsme sumber daya manus ‘ d1'-
lingkungan DPRD;

5. Koordinasi dan  konsultasi keglatan pemcrlntahan : dan‘ RS ERE
kemasyarakatan; dan, B : ',: R
~ 6. Program lain sesuai dengan fu ngsi, tugas, dan Wewenang DPRD SN _f- v
b. Dana operasional Pimpinan DPRD; : o EEE R
c. Pembentukan kelompok pakar atau tim ahli’ alat kelengkapan DPRD
d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
e. belanja sekretariat fraksi.

[ .
oy

(2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dlmaksud padar ayat (1) _
disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesua1 denganA
ketentuan peraturan perundang- undangan :

Pasal 21

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a d1ura1kanl
ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketnntuan peraturan perundan N
undangan.

Pasal 22

(1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana d1maksud da.lam Pasal"- 3 &
20 ayat (1) huruf b diberikan seﬁap bulan kepada Ketua DFRD dan Wakil - FEEE
Ketua DPRD untuk imenunjang kegiatan operasional yang - berkaitan. DR
dengan representasi, pelayanan,-dan kebutuhan lain guna mela.ncarkan; SRR
pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehan—han SR N

(2) Dana operasional sebagalrnana pada ayat (1) diberikan . sesuai- dengari '
" kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

ayat (S). . e
(3) Penganggaran dana operasional sebagalmana dlmaksud pada ayat (1). g

! R - . e
1 .




(4)

()

(6)

(1)

 tercermin dalam AKD sesuai dengan kebutuh an DPRD atas_, usy

(2
&)

(4)

(5)

©)

dan ayat (2) disusun secara kolektif oleh sekretans DPRD dengan, R

ketentuan sebagai berikut: I

a. Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan dacrah
1. tinggi, paling banyak 6 (enam) kali; i
2. sedang, paling banyak 4 (empat) kali;
3. rendah, paling banyak 2 (dua) kali;
dari uang representasi Ketua DPRD; Do

b. Wakil Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuang \n da' rah:
1. tinggi, paling banyak 4 {empat) kali; SRR
2. sedang, paling banyak 2,5 {dua koma lima) kali;- I
3. rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali; | |
dari uang representasi wakil ketua DPRD. ‘

Pemberian dana operasional sebagaimana. dlmaksud pada ayat (3)
dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:

a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekahgus unLuk semua
biaya atau disebut lumpsum; dan

b. 20% (dua puluh persen) dlbenkan untuk dukungan danao i
lainnya. ;
Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaa.n ketentuan
pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak digunakan sampai -
dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus. disetorkan ke - - | .
rekening kas umum daerah pahng lambat tanggal 31 Desember tahun ;
anggaran berkenaan. i

Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluani o % '
pribadi, kelompok, dan/atau 'golongan, dan penggunaannya; harus
memperhatlkan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan. akuntablhtas

Pasal 23 Thon
Kelompok pakar atau tim ahli AKD, sebagalmana dlmaksud dalam Pasal SR
20 ayat (1) huruf ¢ merupakan sejumlah tertentu pakar atau.ahli yang ERE R
mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang ‘sesuai- dengan" RS
kebutuhan pelaksanaan f ungsg tugas, dan wewenang DPRD ‘yang

anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan AKD.

Kelompok pakar atau tim ahli AKD sebagaimana d1rnaksud pa 3
paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap AKD. : R
Kelompok pakar atau tim ahli AKD d1angkat dan dlberhentlka.n dengan
keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagalmanat Proo
dimaksud pada ayat (1) dan sesuai dengan ketentuan sebaga_tmana SRR
dimaksud pada ayat (2).

Pembayaran kompensasi bagl. kelompok pakar atau tim - ahh AKD
didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atay -
kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan ha.rga satuan orang

hari atau orang bulan. R |
Ketentuan mengenai besaran ko mpensasi kelompok pakar atau t1m ahh'-f’ SN
AKD diatur dalam Peraturan Bupati dengan memperhaukan rda;
keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang ) '
Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli AKD sebagaimana, d1maksud'
pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan pery i
undangan. e el N




Pasal 24 b

(1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimalksud dalam Pasal 20, ayat (1) h u ruf
d merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap -
fraksi dan mempunyai kemampuan dalam dlslphn ilmu - tertentu: y an g . i
mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensas1 dengan g }.,f :
memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi; dan sesua.t dengan IR

. kemampuan keuangan daerah. S :

(2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat. (1) stetapkan
dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

(3) Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksi dlat:ur dalam‘ L
Peraturan Bupati dengan memperhatikan standar keahhan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ‘

(4) Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pad:a ayat. ( 1
- dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

Pasal 25

(1) Belanja sekretanat frak31 sebagalmana d1maksud dalam Pasal 20‘ ayat (1)

(2) an gga
(3) Penyedlaan sarana mehputl ruang kerja pada sekretanat DPRD dan
kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas. . i |
(4) Penyediaan anggaran mehpuu pemenuhan kebutuhan belan;a alat tuhs s . B
kantor dan makan minum rapat fraksi yang disclengg arakan d i
lingkungan kantor sekretariat DPRD dengan memperhatlk\
- efisiensi, efektifitas dan kepatutan. .

BABIV

PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADS_TRATIF PIMPIN N
ANGGOTA DPRD

Pasal 26

(1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa’ pengabdlan lepman»
dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD. merupakan. i - -
anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana’ kexja dan ‘'
anggaran organlsa51 perangkat daerah sekretariat DPRD serta diuraikan |
ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangs S

‘undangan. 4 S Th ey

 (2) Pengelolaan anggaran belanJa DPRD sebagalmana dlmaksud;, ] ada*ﬁ Y&
(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan € 1
umlangan.

(3) An gmar be lanja DPRD sebag aiman a dlrnak su d pa d
merupakan bagan yang tidak terplsanxan dan AP B D




BABV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasa127 SRR :

(1) Pimpinan atau Anggota DPRD. yang diber henukan sementara oleh EEEE
pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan tetap diberikan hak keuangan dan administratif berup.

representasi, uang paket tunjangan keluarga tunjangan beras, jami an
kesehatan, dan jaminan kemaﬂan ‘sesuai dengan ketentuan eraturan
perundang-undangan.

(2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara 1eb1h 'dan' 30 (t1g

puluh) hari dan d1angkat pelaksana tugas Pimpinan DPRD oleh peJabat ,_
yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan pe rundang- e
undangan, pelaksana tugas Pimpinan DPRD. tersebut diberikan ‘hak
keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan P1mp1nan DPRD
definitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan
berikutnya. A -

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28 | R St
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabup aten. |
Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat: ;{'D 3
Kabupaten Deli Serdang dicabut dan dmyatakan tidak berlaku

_ Pasal 20 |
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangk an. AR
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ' SR
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Kab' paten Deli I
Serdang R
© Ditetapken Di bubukPakem ||
Pada Tanggal 31 Juli: 2017 el e
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